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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada
peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di
Kota Mataram yaitu dengan memberikan perlindungan secara preventif
dan represif. Perlindungan preventif merupakan peluang yang diberikan
kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menunjukkan penentangan
maupun pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk
yang final dengan maksud untuk mencegah terjadinya sengketa.
Sedangkan perlindungan represif diberikan oleh pemerintah kepada
peserta BPJS ketenagakerjaan untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini
tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat 1 secara implisit. Kedua perlindungan ini
diberikan oleh pemerintah agar dapat memberikan pengayoman terhadap
hak-hak para pekerja yang dirugikan perusahaan.

2. Prosedur hukum yang harus dilakukan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan
untuk memperoleh perlindungan hukum adalah dengan cara mengklaim
manfaat dari program jaminan sosial yang diikutinya serta melengkapi
segala persyaratan yang telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 tentang BPJS.
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5.2 Saran
Dari kesimpulan di atas, dapat diberikan saran kepada BPJS

Ketenagakerjaan Kota Mataram sebagai penyelenggara program jaminan sosial

tenagakerja yaitu:

1. Dalam hal terjadi tunggakan pembayaran iuran pada suatu perusahaan,
BPJS Ketenagakerjaan Kota Mataram harus melaksanakan tugas dan
kewajibannya sesuai dengan regulasi yang berlaku agar bisa memberi efek
jera terhadap perusahaan yang sering menunggak pembayaran iuran.

2. BPJS Ketenagakerjaan harus dapat menjalin hubungan erat dengan aparat
penegak hukum lainnya. Agar jika sewaktu-waktu terjadi penunggakan
pembayaran iuran yang dilakukan oleh perusahan terhadap BPJS
Ketenagakerjaan, aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugas dan
kewajibannya sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang BPJS, sehingga regulasi ini dapat dilaksanakan secara

efektif.
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